PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA
KONTRAK DAERAH DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial
ketenagakerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak apabila terjadi hal yang dapat
mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan,

karena mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia;

b. bahwa sebagai pemberi kerja Pemerintah Daerah mempunyai
kewajiban untuk menjamin hak-hak pekerja di
lingkungannya, apabila terjadi kecelakaan kerja atau

meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

c. bahwa dalam rangka mendapatkan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak daerah dan pengurus
rukun tetangga, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga kontrak Daerah dan
Pengurus Rukun Tetangga;




Mengingat

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Ind
5679);

onesia Nomor

MEMUTUSKAN:

PEDOMAN

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI

TENAGA KONTRAK DAERAH DAN PENGURUS RUKUN
TETANGGA.

o




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

2.

Daerah adalah Kota Bontang.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tenaga Kontrak Daerah yang selanjutnya disingkat TKD
adalah tenaga kontrak Daerah yang diangkat berdasarkan
kontrak kerja dan dipekerjakan untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga
yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat
setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang

ditetapkan oleh pemerintah kelurahan.

Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Pengurus
RT adalah ketua, sekretaris, dan bendahara RT.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan
hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.




10.

11.

12.

13.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial ketenagakerjaan untuk menjamin seluruh

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK
adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan
kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami
kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah
manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris pada saat

peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Peserta adalah TKD dan Pengurus RT yang telah terdaftar

sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

[uran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh

pemberi kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali ini meliputi:

jenis Jaminan Sosial Ketegakerjaan;
kepesertaan;
pembayaran luran,;

tata cara pelaporan dan penetapan Jaminan Sosial

Ketegakerjaan;
manfaat Jaminan Sosial Ketegakerjaan;
pembiayaan; dan

pengawasan;




BAB II
JENIS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3
(1) Setiap TKD dan Pengurus RT diberikan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan.

(2) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKD dan
Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. JKK; dan
b. JKM.
BAB III
KEPESERTAAN
Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah mendaftarkan kepesertaan Jaminan
Sosial Ketengakerjaan TKD dan Pengurus RT di lingkungannya
kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) TKD dan Pengurus RT yang telah terdaftar dan memenuhi
Syarat  kepesertaan  Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan
bukti kepesertaan berupa kartu Peserta.

(3) Dalam hal adanya perubahan data TKD dan Pengurus RT,

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan perubahan data
kepada BPJS Ketenagakerjaan.




BAB IV
PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5
(1) Kepala Perangkat Daerah melalui bendahara pengeluaran

membayar dan menyetor luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

bagi TKD dan Pengurus RT kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Besaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKD dan
Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat
dalam perjanjian kerja sama pada setiap Perangkat Daerah

dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN DAN PENETAPAN BESARAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal 6
(1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan setiap kecelakaan kerja
atau penyakit akibat kerja yang menimpa Peserta kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang membidangi

ketenagakerjaan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
laporan tahap I yang disampaikan dalam jangka waktu paling
lama 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja atau sejak
didiagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir
kecelakaan kerja tahap I yang telah ditetapkan.

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan akibat kecelakaan kerja
atau penyakit akibat kerja yang menimpa Peserta kepada BPJS

Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang membidangi
ketenagakerjaan.




(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling
lama 2 x 24 jam sejak Peserta dinyatakan sembuh, cacat, atau
meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang

menerangkan bahwa:

a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
b. cacat total tetap untuk selamanya;

c. cacat sebagian anatomis;

d. cacat sebagian fungsi; atau

e. meninggal dunia.

Pasal 7
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sekaligus
merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan
dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Kepala Perangkat Daerah atau ahli waris Peserta melaporkan dan
mengajukan  permohonan manfaat JKM  kepada BPJS
Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JKK dan JKM ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MANFAAT JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 10
(1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat
kerja berhak atas manfaat JKK.




(2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pelayanan kesehatan; dan
b. santunan.

(3) Jenis pelayanan kesehatan dan santunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 11
(1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta oleh BPJS
Ketenagakerjaan.

(2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. santunan sekaligus;
b. santunan berkala;
c. biaya pemakaman; dan
d. beasiswa pendidikan anak.

(3) Besaran jenis manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 12
Tata cara pemberian manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13
Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKD dan Pengurus

RT disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.




Pasal 14
Pembayaran luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKD dan

Pengurus RT dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja

Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKD dan Pengurus RT.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
a. Perangkat Daerah terkait; dan
b. BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembayaran
[uran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada
Perangkat Daerah; dan

b. melakukan pengawasan atas pemberian manfaat kepada
Peserta; dan

¢. melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Wali
Kota melalui Sekretaris Daerah.

(5) Dalam melaksanakan tugas, tim dapat dibantu oleh sekretariat

yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi
ketenagakerjaan.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 54
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